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WALIBOTA BERANG
' PRQVINSI BANTEN ¢

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA SERANG TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

a.

WALIKOTA SERANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daera'h
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah
daerah perlu menyusun Program Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
memuat kebijakan secara terinci dan terukur untuk
mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam
kurun waktu lima tahun,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-
2018;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204,

Iirint;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang
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5, Ununns-Undmi‘*”“’“"'mﬁm’fﬁ?‘mnx R‘g:;:ah
: intahan

Indonesia. Tahuti. 2 plik Indonesia Noqmor :

Lembaran Negara Repft
telah diubah, beberapd };008 tentans

schagaimana 1bg
"‘-’”l;ﬁﬂ Undang-Undang Nomor 12 Tahun e e
perubahan Kedua atas Undang-Undang o aran
Tahun 2004 tentang Pcmqrintahan Dacrgh l\gomor 5.
Negara Republik Indonesia Tahum 200 e
T“f;ﬂ’“hﬂn Lembaran Negard Republik Indonesia
4844);

33 Tahun 2004 tentang

6. Undang-Undang Nomor . ;
Pcrimb;;’mgnn Keuangan Antara pemerintah Pusat gillg
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara chuh
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tamb.a an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 thtangl
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasiona
Tahun  2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan  Kota Serang  di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi  dan Pcmcrintahur;
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tuhnpm]. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dm!;
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun "02.)8
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Re :xbl'k
Indonesia Nomor Nomor 4817); e

13. g;:)r;:)h:mrtl Pm;idcn Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
entang Rencana Pembangunan . neng
Nasional Tahun 2010-2014; Kuan JRng Mesenge

14, Peraturan ..........ccocoeeennnen
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14. Peraturan ‘Menteri Dalarh Negeri Nomor 53 Tﬂhuan 'rjg:g
Tentang Pelalsanan Peraturan Pemerintah Nomor ® 50
} 2008 « ‘Tentang - Tahapan, Tata . Cara “".y;ama
Pengendalian © dan'  Evaluasi | <Pelakeanaan T80
Pembangunan Daergh e

. &
.

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun'201§
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcm'l?g?n
Dacrah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (U’mbdr"4
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor %,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
42);

16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 ’I-‘ahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daecrah
Kota Serang Tahun 2008 - 2025 (Lembaran Dacrzh
Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
SERANG TAHUN 2014-2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

153
2

Daerah adalah Daerah Kota Serang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Per
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Serang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny:

a disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

angkat Daerah sebagai

..........................
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Badan Perencanaan Pembangunan: Daerah selanjutnya r;;}ixlsfigltla
BAPPEDA adalah Badan' Perencanaarn Penibangunan Dae ’
gunan Daerah adalah Kepala

Kepala Badan Pefencansan Pemban
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sclanjutrtlz’i
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaarn daerah un
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daer

adalah dokumen perencanaan
tahunan.

disingkat RKPD

ah vang selanjutnya
yang jutny 1 (satu)

daerah untuk periode

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sel
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

anjutnya disingkat
Serang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Serang Tahun 2014-2018 ini disusun dengan maksud untuk
menyediakan sebuah dokumen perencanaan lima tahunan sebagai
pedoman bagi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dearah

dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang
telah diprioritaskan selama lima Tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018 adalah :

a. memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah serta
pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Kota Serang sehingga tercipta
sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan
sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan daerah;

b. mensinergikan arah dan tujuan pembangunan sebagaimana
tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan
di tingkat nasional maupun provinsi serta lintas kabupaten yang
berbatasan, untuk dipadukan dengan kebutuhan dan

kepentingan masyarakat daerah;

c. menjadi acuan bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kota Serang

dalam menentukan prioritas program tahunan pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

d. menetapkan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan

melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan

e. memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan

yang dilaksanakan.
BAB III ......cccooeeqenancrivonscess
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RPJMD merupakan dokumen perencanaarn pembangu an serta

dan arah pembangun

menengah daerah yang memuat visi, misi., 3 Daerah dalam
sebagai landasan dan pedoman bagi Pemer mtil_'; ung mulai Tahun
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terfi
2014 sampai dengan Tahun 2018.
Pasal 4
Sistematika RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2018 terdirl dari :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II . GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
RTA
BABIII : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SE
KERANGKA PENDANAAN
BAB IV . ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI . STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BABVII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KERANGKA PENDANAAN
BAB IX . PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X . PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI : PENUTUP

Pasal 5

Sistematika Penyusunan RPJMD Tahun 2014-2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun
rencana strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan
di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun
waktu Tahun 2014 - 2018, yaitu :

a. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD;

b. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Renja
SKPD; dan

c. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun APBD.
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BAB WV
- \ ;.J) J i‘ 7 5 ,‘
(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pcl
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
perundang-undangan.

aksanaan RPJMD.

RPJMD
pcraturan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Peraturan Daerah ini merupakan kelanjutan RPJMD Tahun 2008-
2013 sebagai pelaksanaan RPJPD Tahun 2008-2025 untuk menjamin
kesinambungan pembangunan Pemerintah Kota Serang.

(2) 6 (enam) bulan Sebelum berakhirnya RPJMD Tahun 2008-2013
Pemerintah Daerah menetapkan RKPD Tahun 2014 sebagai kelanjutan
RPJMD Tahun 2008-2013.

(3) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
masa transisi RPRJMD Tahun 2008-2013 dan sekaligus merupakan
RKPD tahun pertama dari visi dan misi kepemimpinan walikota dan
wakil walikota yang terpilih, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari RPJMD 2014-2018.

(4) Penyusunan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun
Anggaran 2014 yang berdasar pada RKPD Tahun 2014.

Pasal 9

Dengan diundangkannya peraturan daerah ini, segala peraturan yang
sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini agar dilakukan

penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2018 merupakan RPJMD masa transisi
sebagai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum tersusunnya
RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023 yang memuat visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
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Peraturan Dacrah ini matlgd :
Agar sctigp orang mengetahtfin
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Kota Serang.

Ditetapkan di Serang ”
pada tanggal 8 September 20
WALIKOTA SERA/'NG,

Diundangkan di Serang
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014
NOMOR.8.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN :
( NOMOR URUT PERDA 8 )/ (TAHUN 2014 )
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